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   BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1.  Tindakan media yaitu Pers  yang mengungkapkan data nasabah 
penyimpan dan simpananya yang diatur dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak melanggar 
ketentuan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-
Undang Perbankan tersebut, karena pertama Pers bukanlah pihak 
yang wajib menjaga rahasia bank dan Pers tidak termasuk kedalam 
pihak-pihak yang terafiliasi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 dan 
Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, kemudian yang kedua informasi itu diperoleh bukan 
dari pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia  bank  melainkan 
diperoleh dari dan atas persetujuan nasabah bank yang data dan 
jumlah simpanannya diungkapkan oleh Pers. Tindakan Pers yang 
mengungkapkan data nasabah penyimpan beserta jumlah 
simpanannya disebuah media, tidak melanggar prinsip kerahasiaan 
bank yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
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1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. 
B. Saran 
1.  Tindakan Pers tersebut walaupun  tidak melanggar prisnip 
kerahasiaan Bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan akan tetapi Pers harus tetap 
memperhatikan asas-asas yang dimiliki oleh hukum media salah 
satunya adalah perlindungan terhadap hak pribadi seserorang untuk 
tidak dicampuri dan tetap memperhatikan hal tersebut dalam 
menggunkan kebebasannya yang diberikan oleh Pemerintah 
melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
2.  Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan didalamnya terdapat 6 pihak yang dikecualikan 
terhadap berlakunya kewajiban Rahasia Bank ditentukan dalam 
Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43,Pasal 44 dan Pasal 44A. 
Pasal yang berkaitan dengan pihak-pihak yang dikecualikan dari 
kewajiban kerahasiaan bank, harus diatur kembali ataupun 
ditambah ketentuannya, karena sesuai dengan asas hukum tidaklah 
berarti bahwa jumlah pengecualian itu tidak dapat di tambah, 
hanya saja penambahan tersebut harus ditentukan dengan Undang-
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Undang pula, dengan menambahkan pihak-pihak yang 
dikecualikan dari kewajiban kerahasiaan bank seperti BPK, 
BAPPEPAM termasuk Pers ketiga ini memiliki Peraturan yang 
membolehkannya untuk dikecualikan dari kewajiban kerahasiaan 
bank. 
3. Perlu adanya pembahasan mengenai rahasia bank karena adanya 
kecenderungan pemanfaatan ketentuan rahasia bank yang tidak 
diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 
digunakan pihak lain sehingga merugikan pihak lain khususnya 
nasabah bank. 
4.  Pers dalam hal ini agar melaksanakan fungsinya secara benar yaitu 
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, 
serta tetap menjaga menjaga netralitasnya serta independensinya 
dalam mencari ataupun menyebarluakan informasi. 
5. Pers juga harus ingat bahwa ada Peraturan perundang-Undangan 
selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang 
harus diperhatikan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur bahwa tidak 
semua kegiatan Pers tersebut dapat dilakukan karena atas dasar 
kemerdekan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 1999 tentang Pers tersebut. Sudah seharusnya Pers juga 
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 
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Tahun 2008 dalam Pasal 17 yang berisi tentang informasi yang 
dikecualikan untuk dapat di publikasi oleh Pers 
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